DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dikoro, Wirjono Prodjo, 2002, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung:
Rafika Aditama.

Hamzah, Andi, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta:
Ghalia Indonesia.

Hartantai, Evi, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T., 1996, Pokok-Pokok Etika Profesi
Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita.

Kholis, Efi Laila, 2010. Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi,
Jakarta: Penerbit Solusi Publishing.

Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra
Aditya.

Moeljatno, 2002, Asas-Asas Humum Pidana, Jakarta: PT. Rinekacipta.

Moelong, Lexy J., 2013, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:
Rosda Karya.

Poerwadarminto, W.J.S., 2005, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka.

Pontang, Moerad B.N., 2005, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan
dalam Perkara Pidana, Bandung: Alumni.

Rahardjo, Satjipto, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press.

Rahayu, Yusti Probowati, 2005, Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum
dalam Perkara Pidana, Surabaya: Srikandi.

Ruba’l, Masruchin, 1994, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia,
Malang: IKIP Malang.

Santoso, Topo, 2011, Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Mewujudkan Good Governance, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum
Nasional Puslitbang.

119



120

Soekanto, Soerjono, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: Raja Grafindo.

Soekanto, Soerjono, 2002, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Bandung: Alumni.

Soesilo, R., 1997, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana
Bagi Penegak Hukum), Bogor: Politela.

Suryabrata, Sumadi, 1992, Metode Penelitian, Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo, Bambang, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

Hanadi, Saryono dan Hastuti, M.l. Wiwik Yuni, 2010, “Penerapan Dasar
Penghapus Pidana Perkara Korupsi” dalam Jurnal Yudisial,
https://www.google.com/#g=Saryono+Hanadi+dan+M.l.+Wiwik+Yuni+H
astuti%2C+%E2%80%9CPenerapan+Dasar+Penghapus+Pidana++Perkara
+Korupsi diunduh Jum’at, 11 Juli 2014, pukul 09:10 WIB.

Mohede, Noldy, “Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di
Indonesia” dalam Jurnal Hukum,
https://www.google.com/#g=Noldy+Mohede%2C+%E2%80%9CTugas+d
an+Peranan+Komisi+Pemberantasan+Korupsi+di+Indonesia%E2%80%9,
diunduh Selasa, 3 Juni 2014, pukul 21:43 WIB.

Siadari, Ray Pratama, 2012, Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipu
dalam http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-
unsur-tindak.html, diunduh 21 November 2014, pukul 08:30 WIB

Syamsudin M., ““Faktor-Faktor Sosiolegal yang Menentukan dalam Penanganan
Perkara Korupsi di Pengadilan”, Jurnal Hukum,
https://www.google.com/#gq=M.Syamsudin%2C+%E2%  80%9CFaktor-
Faktor+Sosiolegal+yang+Menentukan+dalam+Penanganan+Perkara+Koru
psi+di+Pengadilan, diunduh Rabu, 6 Agustus, 2014, pukul 15:00 WIB.

Skripsi :

Ardisasmita, M. Syamsa, 2006, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan
E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka,
Transparan dan Akuntabel, (Seminar Nasional tidak diterbitkan), Jakarta,
hal. 26.


https://www.google.com/#q=Noldy+Mohede%2C+%E2%80%9CTugas+dan+Peranan
https://www.google.com/#q=Noldy+Mohede%2C+%E2%80%9CTugas+dan+Peranan
http://raypratama.blogspot.com/
http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html,%20diunduh%2021%20November%202014
http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html,%20diunduh%2021%20November%202014
https://www.google.com/#q=M.Syamsudin%2C+%E2%

121

Oktobrian, Dwiki, 2013, Politik Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana
Korupsi Di Indonesia Pada Era Reformasi, (Skripsi tidak diterbitkan),
Porwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78/Pid .sus
/2011/PN- TIPIKOR-Smg

Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)



